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- Perkada APBD
‘Minsel: Antara Tafsir,
_ Diskresi dan Jerat

I Minsel menerbitkan Perkada |
APBD meskipun ditegaskan Pem-
prov Sulut tidak memenuhl sya-
rat, adalah perbuatan pidana?
Dalam Undang Undang Nomor
30 Tahun 2014 tentang Adminis-
trasi Pemerintahan, dijelaskan
salah satunya soal kebijakan
kepala daerah. '
Pada Pasal 1 Angka 9 dijelas-
kan, diskresi adalah keputusan
- dan/atau tindakan yang ditetap-
 Rul Rudolfa Mantik.  an dan/atau dilakukan oleh pe- |
l!Emo.Amurang- ‘Gaduh’ Pe- -‘jabat pemerintahan untuk me-
. raturan Kepala Daerah (Perka- ngatasi persoalan kon'kret yang .
- da}tentang Anggaran Pendapa- ) 1
 tan Belanja Daerah (APBD) Ka-
1D Hina!;asaSeta&;n(m»

itk

yang memberikan pilihan, tidal
ngatur, tidak lengkap ata
ak jelas, dan/atau adany.
u- stagnasi pemerintahan. ;
~ Sementara, dalam Pasal 6
h ayat2hurufe, joayatd, dijelas-
kan bahwa, menggunakan dis-
~ kresi sesuai dengan tujuannya,
mempakan salahsatu hakyang
_ dimiliki oleh pejabat pemerinta-
han dalam mengambil keputu-
san dan/atau tindakan.
‘Dikaitkan dengan Perlégd




